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- PANJAR ...

Daerah (DPPKAD) Parmout. Panjar kas jasa

pembahasan APBD tersebut terjadi pada TA 2008,
yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama
senilai Rp450 juta dan tahap kedua senilai Rp150
juta, sehingga totalnya adalah Rp600 juta.

Informasi yang berhasil diperoleh, dana
sebesar itu digunakan untuk memuluskan
pembahasan APBD TA 2009 di DPRD Kabupaten
(Dekab) Parmout.

Untuk itu, dalam penyelidikannya Kejari Parigi
telah memanggil sejumlah pejabat untuk dimintai
keterangan. Mereka yang dipanggil diantaranya
Bendahara Umum Daerah, Alimun, Kabag Perlum
Setda Parmout, Adruddin Nur dan mantan
Kasubag Rumah Tangga Bagian Perlum Setda,
Ahlan Latandu.

Mantan Kasubag Rumah Tangga, Ahlan
Latandu, telah diperiksa Senin (26/9) lalu, dalam
kapasitas jabatannya di tahun 2007. Saat itu,
terdapat panjar kas pada Bagian Perium Setda
senilai Rp1,5 miliar yang belum diper-
tanggunjawabkan hingga saat ini.

“Kami masih akan memanggil beberapa saksi .

lagi yang terkait disclaimer APBD," ujar Kasi Intel
Kejari Parigi, Deni Kurniawan kepada Mercusuar
di Parigi akhjr pekan lalu.

Dugaan korupsi dana panjar kas TA 2006-
2009 ini, sebelumnya juga telah direkomen
dasikan oleh Panitia Kerja {Panja) LHP BPK RI
Dekab Parmout ke rapat paripurna untuk
ditindaklanjuti ke aparat hukum.

Sebelumnya, BPK RI menyatakan laporan
keuangan (LK) Kabupaten Parigi Moutong
(Parmout) TA 2009 disclaimer. Pasalnya, BPK
menemukan penyimpangan anggaran senilai Rp
67,03 miliar.

- Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng
Dadang Gunawan mengatakan, penilaian
disclaimer didasarkan pada besaran presentase
temuan, yakni 6,14 persen dari cakupan
pemeriksaan senilai Rp1,09 triliun, meliputi neraca
sebesar Rp317, 30 miliar yang terdiri atas aset
senilai Rp271,67 miliar dan kewajiban senilai
Rp45,63 miliar.

BPK memberi batasan lingkup pemeriksaan
pada item temuan pemberian panjar kas kepada
bendahara pengeluaran SKPD belum diper-
tanggungjawabkan per,31 Desember 2009 sebe-
sar Rp3,80 miliar; pembagian keuntungan atas
penyertaan modal pada PT Bank Sulteng tahun
2008 sebesar Rp752,22 juta disetor kembali seba-
gai tambahan penyertaan modal Pemkab Par
mout, tidak melalui mekanisme dan ketentuan
berlaku. BPK juga memeriksa temuan belanja
penunjang operasional (BPO) pimpinan DPRD
dibayarkan secara tunai setiap bulan dan belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp114,24 juta,

. pembayaran rangkap atas biaya perjalanan dinas

pejabat dan pegawai sebesar Rp87,88 juta dan
terdapat realisasi belanja perawatan kendaraan
dinas yang dibayarkan secara tunai yang melebihi

" ketentuan sebesar Rp190,85 jufa, dan bélum
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dipertanggungjawabkan sebesar Rp195,64 juta.

Selainitu, terdapat biaya langsung personil dan
non personil pada belanja jasa konsultasi belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,51 miliar.

“Realisasi belanja bantuan sosial kepada
muspidafinstansi vertikal tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp106 juta,” kata Dadang Gunawan
dalam pidato pengantar laporan hasil pemeriksaan
(LHP), beberapa waktu lalu, di aula BPK
Perwakilan Provinsi Sulteng

Selain itu, temuan pembayaran tambahan uang
(TU) persediaan TA 2009 kepada bendahara pe-
ngeluaran SKPD belum dipertanggungjawabkan
per 31 Desember 2009 sebesar Rp3,11 miliar,
pendebetan deposito sebesar Rp2,50 miliar atas
investasi jangka pendek Pemkab Parmout oleh
Bank Sulteng cabang Parigi sebagai jaminan kredit
macet dasar pendebetan yang memadai.

Bukan itu saja, nilai aset tetap tahun 2009
sebesar Rp932,53 miliar tidak dapat diyakini
kewajarannya karena tidak dilengkapi bukti
kepemilikan maupun bukti penyerahan yang sah
serta tidak didukung dengan penatausahaan yang
memadai; laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) TA 2008 tidak disusun berdasarkan hasil
konsolidasi LK SKPD dan terdapat kepala SKPD
belum menyusun LK secara lengkap, nilai
persediaan sebesar Rp1,23 miliar tidak dapat
dtelusuri karena pencatatan tidak memadai, dan
terdapat persediaan yang tidak. disajikan dalam
laporan keuangan. FaH
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Keterangan Halaman 1 Kolom 2-6; Halaman 11 Kolom 1-3
Entitas Kabupaten Parigi Moutong

v DISCLAIMER APBD PARMOUT

Jaksa Bidik Panjar Kas Rp3.,8 M

PARMOUT, MERCUSUAR- Kejaksaan Negeri
(Kejari) Parigi, kembali “mengobrak-abrik” dugaan
korupsi pengelolaan keuangan APBD Kabupaten
Parigi Moutong (Parmout). Kali ini, tim penyidik Kejari
mulai mengusut dana panjar kas senilai Rp3,8 miliar
yang dikelola SKPD di jajaran Pemkab Parmout
selama tahun anggaran 2006 hingga 2009.

Informasi  yang dihimpun
Mercusuar menyebutkan, tim penyi-
dik Kejari Parigi mulai membidik
dugaan dana korupsi panjar kas dari
tahun anggaran (TA) 2006-2009
yangtersebar pada beberapa dinas/
badan/instansi di jajaran Pemkab
Parmout, termasuk dana panjar kas
jasa pembahasan APBD senilai

Rp600 juta.

Pihak Kejari Parigi menyatakan,
langkah tersebut merupakan bentuk
keseriusan dalam mengungkap
seluruh kasus dugaan korupsi di
daerah penghasil beras terbesar di
Sulteng itu. Penyelidikan dugaan
korupsi panjar kas senilai Rp3,8
miliar ini, merupakan tindaklanjut

dari laporan BPK RI yang mem-
berikan opini disclaimer atas laporan
keuangan APBD Parmout 2010.
Khusus untuk panjar kas jasa
pembahasan APBD ini, ditemukan
BPK RI pada Dinas Pengelolaan
Keuangan, Kekayaan dan Aset

Baca PANJAR di hal.11










